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BAB ||
TINJAUAN TEORITIS
PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
PADA BANK UMUM MENURUT UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN 2010
TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA

PENCUCIAN UANG DAN HUKUM ISLAM

2.1 Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang

Lembaga keuangan, khususnya perbankan, sangat rentan terhadap
kemungkinan digunakan sebagai media pencucian uang, karena pada perbankan
tersedia banyak pilihan transaks bagi pelaku pencucian uang dalam upaya
melancarkan tindak kejahatannya. Melalui berbagai pilihan transaks tersebut
seperti transaks pengiriman uang, perbankan menjadi pintu masuk harta kekayaan
yang merupakan hasil tindak pidana ke dalam sistem keuangan yang selanjutnya
dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pelaku kejahatan. Misalnya, harta kekayaan
tersebut dapat ditarik kembali sebagai harta kekayaan yang seolah-olah sah dan
tidak lagi dapat dilacak asal usulnya.

Dalam Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang disebutkan dari pengertian
Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak

pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Mengenai apa yang
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dimaksud dengan frase “Pencucian Uang” sampai saat sekarang tidak ada belum
terdapat definisi atau pengertian yang universal dan komprehensif2.,

Demikian juga dalam UU No.8 Tahun 2010 tidak terdapat definis atau
pengertian apa yang dimaksud dengan Pencucian Uang, karenadalam Pasal 1 angka
1 hanya menyebutkan: “Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi
unsur-unsur tindak pidana sesual dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini”.

Menurut Remy Syahdaeni?? yang dimaksud dengan pencucian yang atau
Money Laundering adalah rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang
dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang yang
berasal dari tindak pidana, dengan maksud untuk menyembunyikannya atau
menyamarkan asal -usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang
melakukan penindakan terhadap tindak pidana, dengan cara antara lain dan
terutama memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan (Financial System),
sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu
sebagal uang yang halal.

Jika diperhatikan bahwa dalam Pasal 1 angka 1 terdapat adanya rasa
“memenuhi unsur-unsur tindak pidana”, maka kiranya dapat diambil kesimpulan
bahwa sebenarnya yang dimaksud dengan Pasal 1 angka 1 adalah “Tindak Pidana

Pencucian Uang” dan bukan “Pencucian Uang”?3,

21 Remy Syahdaeni, Saluk-beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme, PT.
Pustaka Utama Grafitri, Jakarta, Mei 2004, him. 1.

22 |bid., him. 5.

2 R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana
Pencucian Uang, Sinar Grafika, Jakarta Maret 2014, him. 22.
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Dengan demikian yang dimaksud Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Pasal
1 angka 1 adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana
pencucian uang sebaga mana yang dimaksud oleh masing-masing Pasal 3, Pasal 4,
dan Pasal 5.

Adapun is dari Pasal 3 UU No.8 Tahun 2010, yaitu:

“Setiap orang yang  menempatkan, mentransfer,  mengalihkan,
membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar
negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau
perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya
merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan
dipidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) .

Adapun isi dari Pasal 4 UU No.8 Tahun 2010, yaitu:

“Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber,
lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas
Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasi| tindak
pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak
pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun
dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Adapun is dari Pasal 5 UU No.8 Tahun 2010, yaitu:

“Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan,
pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta
Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara
paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu

miliar rupiah)”.

Tindak Pidana Pencucian Uang yang terdapat dalam Pasal 3 dan Pasa 4
adalah merupakan Tindak Pidana Pencucian Uang aktif, sedang Tindak Pidana
Pencucian Uang yang terdapat dalam Pasal 5 adal ah Tindak Pidana Pencucian Uang

pasif?*. Artinya bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang aktif yaitu pihak yang

24 1bid., him. 23.
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mendapatkan uang hasil tindak pidana tersebut secara langsung. Untuk Tindak
Pidana Pencucian Uang pasif yaitu pihak yang menerima uang hasil tindak pidana

tersebut atau sebagai tempat dalam menyimpan hasil tindak pidana tersebui.

Perlu diperhatikan bahwa dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasa 5 UU No.8
Tahun 2010 tidak menjelaskan secara langsung mengenai pengertian dari Tindak
Pidana Pencucian Uang. Pasal-pasal ini hanya menjelaskan pihak yang melakukan
suatu perbuatan yang mengandung unsur-unsur yang telah disebutkan disebutkan
dalam pasal-pasal tersebut merupakan tindakan-tindakan dari proses Pencucian
Uang. Secara tidak langsung, pasal ini menjelaskan bahwa Tindak Pidana
Pencucian Uang merupakan suatu perbuatan yang mengandung unsur-unsur yang

telah disebutkan dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.

Sebelum adanya UU No.8 Tahun 2010, ada UU No.25 Tahun 2003 yang
membahas tentang Tindak Pidana Pencucian Uang pula. Dalam UU No.25 Tahun
2003 dijelaskan mengena pengertian Pencucian Uang, yaitu:

“Pencucian Uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer,
membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan,
membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas Harta
Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana

dengan maksud untuk menyembunyikan, atau-menyamarkan asal usul Harta
Kekayaan sehingga seolah-olah menjadi Harta Kekayaan yang sah’.

Selain dari undang-undang, ada pula pengertian Pencucian Uang dari
Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
bagi Penyedia Jasa Keuangan. Dalam pedoman ini, dijelaskan definisi Pencucian
Uang adalah suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan

atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil
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tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah
berasal dari kegiatan yang sah.

Kegiatan pencucian uang umumnya dilakukan secara bertahap. Penahapan
inilah yang menyebabkan uang tersebut semakin sulit dilacak atau kehilangan jejak.
Sekalipun terdapat berbagai macam modus operandi pencucian uang, Secara
sederhana, proses pencucian uang dapat dikelompokan pada tiga kegiatan, yakni
penempatan dana ( placement ), pelapisan dana ( layering ), dan pengumpulan kembali
(integration ) %>,

1. Tahap Penempatan Dana (Placement)

Adalah upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu kegiatan
tindak pidana ke dalam sistem keuangan. Dalam tahap penempatan ini, uang
hasil kegahatan ditempatkan pada bank tertentu yang dianggap aman.
Penempatan uang ini dimaksudkan untuk sementara waktu dalam tahap ini
jugadilakukan proses membenamkan uang tersebut dengan cara:

a. Menempatkan dana pada bank.

b. Menyetorkan uang pada Penyedia Jasa Keuangan (PJK) sebagai

pembayaran kredit untuk mengaburkan audit trail.

c. Menyelundupkan uang tunai dari suatu negara ke negaralain.

d. Membiayai suatu usaha yang seolah-olah sah atau terkait dengan

usaha yang sah berupa kredit/pembiayaan, sehingga mengubah kas

menjadi kredit/pembiayaan.

2 Munir Fuady, Op.Cit., him. 166.
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e. Membeli barang-barang berharga yang bernilai tinggi untuk
keperluan pribadi, membelikan hadiah yang nilainya mahal sebagai
penghargaan/hadiah kepada pihak lain yang pembayarannya

dilakukan melalui PIK.

2. Tahap Pelapisan (Layering)

Adalah memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya yaitu tindak

pidananya melalui beberapa tahap transaks @ keuangan untuk

menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana. Dalam kegiatan ini

terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokas

tertentu sebagai hasil placement ke tempat lain melalui serangkaian

transaks yang kompleks dan didesain untuk menyamarkan dan

menghilangkan jegjak sumber dana tersebut. Dalam tahap ini uang benar-

benar dicuci atau diputihkan. Bentuk kegiatan ini antaralain:

a Transfer dana dari satu bank ke bank lain dan atau antar
wilayah/negara.

b. Penggunaan simpanan tunai sebagai agunan untuk mendukung
transaksi yang sah.

c. Memindahkan uang tunai lintas batas negara melalui jaringan

kegiatan usaha yang sah maupun shell company.

Selaindari penjelasan di atas, ada pulatransaksi lain dalam memutihkan uang
sehingga terlihat menjadi sah, antara lain melalui pembelian saham di bursa

efek, transfer uang ke negara lain dalam bentuk mata uang asing, meminjam
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uang di bank lain dengan menggunakan deposit yang ada di bank, membeli

properti tertentu, membeli valuta asing, transaksi derivatif, dan lain — lain.

3. Tahap Integrasi (Integration)
Adalah upaya menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik
untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk
kekayaan material maupun keuangan, dipergunakan untuk membiayai
kegiatan bisnis yang sah, ataupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak
pidana. Dalam tahap ini uang hasil kejahatan yang telah dicuci pada tahap
pembenaman tersebut dikumpulkan kembali ke dalam suatu proses yang
sah. Karenaitu padatahap ini uang tersebut telah benar — benar bersih dan
sulit dilacak asal muasalnya.
Dalam melakukan pencucian uang, pelaku tidak terlau
mempertimbangkan hasil yang akan diperoleh, dan besarnya biaya yang
harus dikeluarkan, karena tujuan utamanya adalah untuk menyamarkan
atau menghilangkan asal-usul uang sehingga hasil akhirnya dapat

dinikmati atau digunakan secara aman.

2.2 Tindak Pidana Lain Yang Berkaitan Dengan Pencucian Uang

Dalam melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang, uang yang diperoleh
berasal dari hasil tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Dalam
UU No.8 Tahun 2010 Pasal 2 angka 1 disebutkan beberapa sumber dari harta

kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana, yaitu:
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Korupsi; . Terorisme;

. Penyuapan, . Penculikan;
Narkotika; . Pencurian;

. Psikotropika; . Penggelapan;
Penyelundupan Tenaga Kerja; Penipuan;
Penyelundupan Migran; Pemal suan Uang;

. Di Bidang Perbankan; Perjudian;

. Di Bidang Pasar Modal; . Prostitus;

Di Bidang Perpajakan;

Kepabeanan; . Di Bidang Kehutanan;
.~ Cukai; . Di Bidang Lingkungan Hidup;
Perdagangan Orang; . Di Bidang Kelautan Dan

m. Perdagangan Senjata Gelap;

Perikanan; Atau

. Tindak PidanaLain Yang

Diancam Dengan Pidana
Penjara4 (Empat) Tahun Atau

Lebih

Lebih jauh pembahasan mengenal Tindak Pidana di Bidang Perbankan,
dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak dikenal adanya istilah
“tindak pidana perbankan” dan “tindak pidana di bidang perbankan”, tetapi di

dalam kepustakaan hukum pidana dikenal adanya kedua istilah tersebut, meskipun
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belum terdapat adanya pengertian yang seragam terhadap masing-masing istilah
“tindak pidana perbankan” dan “tindak pidana di bidang perbankan”.

Menurut Marulak Pardede?® pengertian istilah tindak pidana pencucian uang
di bidang perbankan adal ah tindak pidanayang terjadi di kalangan duniaperbankan,
baik yang diatur ddam UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan maupun
perundang-undangan lainnya, sedangkan yang dimaksud dengan istilah tindak
pidana perbankan adalah tindak pidana yang hanya diatur dalam undang-undang
yang sifatnya intern.

Sedang Marwan Effendi?’ memberikan pengertian istilah tindak pidana
perbankan adalah tindak pidana sebagaimana yang dirumuskan di dalam Undang-
Undang tentang Perbankan dan Undang-Undang tentang Bank Indonesia, sedang
tindak pidana di bidang perbankan adalah tindak pidana yang bersangkut paut
dengan tindak pidana lain yang terkait dengan perbankan, seperti KUHP, Undang-
Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang tentang
Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang tentang Lalu Lintas Devisa dan
Sistem Nilai Tukar sertalain sebagainya.

Berbeda dengan pengertian yang diberikan oleh Marulak Pardede dan
Marwan Effendi, menurut M.Sholehuddin?®, istilah tindak pidana perbankan tidak
hanya mencakup setiap perbuatan yang melanggar ketentuan Undang-Undang

Perbankan 1992 sgja, meainkan juga Undang-Undang Bank Indonesia 1968,

% Marulak Pardede, Hukum Pidana Bank, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 1995, Cetakan ke-1,
him.13.

27 Marwan Effendi, Tipologi Kejahatan Perbankan dari Perspektif Hukum Pidana, CV. Sumber
Ilmu Jaya, Jakarta, Juni 2005, Cetakan Ke-1, him.13-14.

2 M. Sholehuddin, Tindak Pidana Perbankan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, November
1997, Cetakan Ke-1, him.11.
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KUHP, peraturan hukum pidana khusus seperti Undang-Undang tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang tentang Tindak Pidana
Ekonomi, Undang-Undang tentang Lalu Lintas Devisa dan Undang-Undang
tentang Pemberantasan Subversi®.

Apa yang dimaksud dengan tindak pidana perbankan seperti yang
dikemukakan oleh M. Sholehuddin tersebut adal ah apa yang telah dimaksud dengan
tindak pidana di bidang perbankan dalam kesimpulan dari Seminar Tindak Pidana
Bidang Perbankan yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas
Diponegoro Semarang bekerja sama dengan Kejaksaan Agung RI padatanggal 11-
12 Juni 1990, karena dalam seminar tersebut diidentifikas kan bahwa semua tindak
pidana yang berhubungan dengan kegiatan dan usaha perbankan dapat disebut
sebagai tindak pidanadi bidang perbankan, baik yang diatur dalam Undang-Undang
tentang Perbankan maupun yang terdapat di dalam KUHP dan peraturan hukum
pidana khusus®.

Setelah dikemukakan adanya istilah tindak pidana perbankan dan tindak
pidana di bidang perbankan beserta pengertiannya dalam kepustakaan hukum
pidana, maka timbul pertanyaan apakah yang dimaksud dengan tindak pidana
“dibidang perbankan” dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g.

Menurut R. Wiyono yang dimaksud dengan pengertian tindak pidana “di
bidang perbankan” tersebut adalah pengertian “tindak pidana di bidang perbankan”

yang diberikan oleh Marulak Pardede atau pengertian “tindak pidana perbankan”

2% UU Nomor 11 PNPS tahun 1963 tentang Pemberantasan K egiatan Subversi pada saat sekarang
sudah dinyatakan tidak berlaku dengan UU No.26 Tahun 1999.
30 Marulak Pardede, Op.Cit.,him.14.
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yang diberikan oleh M. Sholehuddin atau “tindak pidana di bidang perbankan” yang
diberikan oleh seminar Tindak Pidana Bidang Perbankan, karena dalam ketiga
pengertian yang dimaksud sudah termasuk tindak pidana seperti yang terdapat
dalam UU No.7 Tahun 1992 yang diubah dengan UU No0.10 Tahun 1998 dan UU
No.23 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No.3 Tahun 20043,

Selain tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana di atas, ada
pula ketentuan dalam UU No0.8 Tahun 2010 yang mengatur tentang pihak-pihak
yang bisa sgja melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana
pencucian uang. Apabila dalam pembahasan sebelumnya |ebih membahas tentang
pelaku tindak pidana di luar pihak bank, maka dalam hal ini akan dibahas pihak
yang bisa sgja sebagai pelaku tindak pidana dari pihak bank.

Dalam Pasal 12 angka 1 UU No.8 Tahun 2010 disebutkan bahwa:

“Direksi, komisaris, pengurus atau pegawai Pihak Pelapor dilarang
memberitahukan kepada Pengguna Jasa atau pihak lain, baik secara langsung
maupun tidak langsung, dengan cara apa pun mengenai laporan Transaks
Keuangan Mencurigakan yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada
PPATK.”

Untuk ketentuan yang terdapat dalam Pasal 12 tersebut, perlu diberikan
beberapa penjelasan sebagai beri kut®?:

a Yang dimaksud dengan “Pihak Pelapor” dalam Pasal 12 ayat (1) adalah

setigp orang yang menurut UU No.8 Tahun 2010 wajib menyampaikan

laporan kepada PPATK.

31 R, Wiyono, Op.Cit., him 46-47.
32 |bid., him. 97-99.
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b. Yang dimaksud dengan “Pengguna Jasa™ dalam Pasal 12 ayat (1) adalah
pihak yang menggunakan jasadari Pihak Pelapor. Sedang yang dimaksud
dengan “Pihak Lain” dalam pasal ini adalah pihak selain pihak dalam
rangka pemenuhan kewajiban menurut UU No.8 Tahun 2010.

c. Yang dimaksud dengan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan
adalah laporan Transaks Keuangan Mencurigakan yang terdiri dari atau
berupalaporan sebagai berikut:

1. Transaks Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik atau
kebiasaan pola Transaks dari Pengguna Jasa yang bersangkutan.

2. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan
dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaks yang
bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan
ketentuan UU No.8 Tahun 2010.

3. Transaks Keuangan yang diminta PPATK untuk dilaporkan oleh
Pihak Pelapor, karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga
berasal dari hasil tindak pidana.

Yang dimaksud untuk diberitahukan Direksi, Komisaris, pengurus atau

pegawai Pihak Pelapor kepada Pengguna Jasa atau pihak lain oleh Pasal

12 ayat (1) disebutkan:

1. Yang termasuk laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan ini
menurut R. Wiyono termasuk laporan Transaks Keuangan
Mencurigakan yang sudah selesai disusun, tetapi belum disampaikan

ke PPATK. Apakah laporan Transaks Keuangan Mencurigakan yang
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sedang disusun tersebut akhirnya jadi atau tidak jadi disampaikan
kepada PPATK, tidak perlu dijadikan kriteria.

2. Laporan Transaks Keuangan Mencurigakan yang telah disampaikan
kepada PPATK. Yang termasuk laporan ini menurut R. Wiyono
termasuk laporan Transaks Keuangan M encurigakan yang oleh Pihak
Pelapor telah disampaikan kepada PPATK, tetapi dalam
kenyataannya belum diterima oleh PPATK.

Setelah penjelasan yang sudah diuraikan, maka dalam tindak pidana
pencucian uang, penyedia jasa keuangan pun dilarang memberitahukan mengenai
laporan Transaks Keuangan Mencurigakan kepada pengguna jasa atau pihak lain
yang tidak berkepentingan. Kemudian penyedia jasa keuangan pun wagjib
melaporkan Transaks Keuangan Mencurigakan kepada PPATK sebagai lembaga
atau pihak yang berwenang dalam menangani masalah Transaks Keuangan

Mencurigakan.

2.3 Tindak Pidana Pencucian Uang menur ut Islam

Secaraumum, garan |slam mengharamkan mencari rezeki dengan cara-cara
yang batil dan penguasaan yang bukan hak miliknya, seperti perampokan,
pencurian, atau pembunuhan yang ada korbannya dan menimbulkan kerugian bagi
orang lain atau korban itu sendiri. Namun dalam hal money laundering, Islam tidak
membahas secara eksplisit baik berupa larangan maupun hukuman tindakan
tersebut. Ilam hanya menjelaskan bahwa dalam berusaha mencari penghidupan
dilarang menempuh jalan yang batil. Namun dalam hal tindak pidana pencucian

uang, Islam sudah memberikan pandangan secara luas.
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Ekonomi Isam adalah kumpulan dari dasar-dasar umum ekonomi yang
diambil dari Al-Qu
dibangun di atas dasar-dasar tersebut tersebut, sesuai dengan berbagai macam bi’ah
(lingkungan) dan setiap zaman®3. Pada definisi tersebut terdapat dua hal pokok yang
menjadi landasan hukum sistem ekonomi Islam, yaitu Al-Qu
Rasulullah. Hukum-hukum yang diambil dari kedualandasan pokok tersebut secara
konsep dan prinsip adal ah tetap (tidak dapat berubah kapan pun dan di mana sgja),
tetapi pada praktiknya untuk hal-hal dan situas serta kondisi tertentu bisa sgja
berlaku luwes atau murunah dan ada pula yang bisa mengalami perubahan.

Sebelum ditelaah tentang pencucian uang menurut hukum Islam, akan
diuraikan terlebih dahulu tentang uang dalam konsep |slam®.

Menurut Gufron A. Mas’adi® dalam hukum Islam fungsi uang sebagai alat
tukar menukar diterima secara luas. Penerimaan fungsi uang ini disebabkan fungs
uang ini dirasakan dapat menghindarkan kecenderungan ketidakadilan dalam
sistem perdagangan barter. Dalam masyarakat industri dan perdagangan seperti
yang sedang berkembang sekarang ini fungsi uang tidak hanya diakui sebagai alat
tukar, tetapi juga sebagai diakui sebagai komoditas ( hajat hidup yang bersifat
terbatas) dan sebagai modal. Dalam fungsinya sebagai komoditas, uang dipandang
dalam kedudukan yang sama dengan barang dapat dijadikan sebagai objek transaks

untuk mendapatkan keuntungan ( laba).

33 Ahmad Izzan dan Syahri Tanjung, Referens Ekonomi Syariah. Ayat-Ayat Al-Qur’an yang
Berdimensi Ekonomi, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, Maret 2006, him.32.

34 Neni Sri Imaniati, Pencucian Uang (Money Laundering) dalam Perspektif Hukum Perbankan dan
Hukum Islam, Jurnal Sosial dan Humaniora, Volume |, No. 1, 2004.

35 Gufron A. Mas’adi, Figh Muamalah Kontekstual, Radja Grafindo Persada bekerja sama dengan
IAIN Walisongo Semarang, 2002, him.14-15.
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Selanjutnya dikatakan bahwa penolakan fungsi uang sebagai komoditas dan
sebagal modal mengandung implikasi yang sangat besar dalam rancang bangun
sistem ekonomi Islam. Kedua fungsi tersebut oleh kelompok yang menyangkal nya
dipandang sebagai prinsip yang membedakan sistem ekonomi Islam dan sistem
ekonomi non-lslam ( konvensional ). Atas dasar prinsip ini mereka menjatuhkan
keharaman terhadap setiap ( perputaran ) transaks uang yang disertai keuntungan (
laba atau bunga ) sebagai praktik riba.

Pencucian uang merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi. Berkaitan
dengan kegiatan ekonomi, Islam memandang sebagai salah satu aspek dari seluruh
risalah Islam. Hal ini terlihat secara jelas baik dalam prinsip maupun ciri-ciri
ekonomi Islam, bahkan pada etika bisnis dalam Islam.

Ciri-ciri Ekonomi Islam dikemukakan oleh Ahmad Muhammad Al ‘Assal dan
Fathi Ahmad Abdul Karim dalam bukunya®. Menurutnya Ekonomi |slam mempunyai
ciri-ciri khusus, yang membedakannya dari ekonomi hasil penemuan manusia. Ciri-ciri
tersebut jika diringkas adalah sebagai berikut :

a. Ekonomi Islam merupakan Bagian dari Sistem Islam yang Menyeluruh
Ekonomi hasil penemuan manusia, dengan sebab situas kelahirannya,
benar benar terpisah dari agama. Hal terpenting yang membedakan
ekonomi Islam adalah hubungannya yang sempurna dengan agama
Islam, baik sebagai akidah maupun syariat. Oleh karenaitu adalah tidak

mungkin untuk mempelgjari ekonomi Islam terlepas dari akidah dan

36 Ahmad Muhammad Al’ Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, Sistem, Prinsip dan Tujuan
Ekonomi |dam, Pustaka Setia, Bandung, 1999, him. 23.
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syariat Ilam karena sistem ekonomi Islam merupakan bagian dari
syariat dan erat hubungannya dengan akidah sebagai dasar.

b. Kegiatan Ekonomi dalam Islam Bersifat Pengabdian
Sesual dengan akidah umum, kegiatan ekonomi menurut Islam berbeda
dari kegiatan ekonomi dalam sistem-sistem hasil penemuan manusia,
baik kapitalisme maupun sosiaisme. Kegiatan ekonomi bisa sga
berubah dari kegiatan material semata-mata menjadi ibadah yang akan
mendapatkan pahal a bila dalam kegiatannya itu ia mengharapkan wajah
Allah SWT, dan ia mengubah niatnya demi keridaan-Nya.

c. Kegiatan Ekonomi dalam Islam Bercita-cita Luhur
Sistem hasil penemuan manusia, baik kapitalisme maupun sosialisme,
bertujuan untuk memberikan keuntungan material semata-mata bagi
pengikut-pengikutnya. Itulah cita-citanya dan tujuan ilmunya.

d. Pengawasan terhadap Pelaksanaan Kegiatan Ekonomi dalam Islam
adal ah pengawasan yang sebenarnya, yang mendapat kedudukan utama.
Dalam ekonomi Islam, di samping adanya pengawasan Syariat yang
dilaksanakan oleh kekuasaan umum, ada pula pengawasan yang lebih
ketat dan |ebih aktif, yakni pengawasan dari hati nurani yang terbina atas
kepercayaan akan adanya Allah dan perhitungan hari akhir.

e. Ekonomi Idam Mereaisaskan Keseimbangan antara Kepentingan
Individu dan Kepentingan Masyarakat.

Selanjutnya M. Husein Sawit mengemukakan Prinsip-prinsip Ekonomi

Islam:
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Dalam ekonomi Islam, berbagai jenis sumber daya dipandang sebagai
pemberian atau titipan Tuhan kepada manusia, sebagai orang yang
dipercaya-Nya. Manusia harus memanfaatkannya seefisen dan
seoptima mungkin dalam berproduksi guna memenuhi kesejahteraan
secara bersama di dunia yaitu untuk diri sendiri dan orang lain dan
terpenting kegiatan tersebut akan dipertanggungjawabkan di akhirat
nanti.

. Islam mengakui pemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu termasuk
pemilikan aat produks atau faktor produksi. Akan tetapi hak pemilikan
individu tidak mutlak dan tidak bersyarat.

Kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerja sama, ini
berbeda sekali dengan sistem pasar bebas dalam mencapai tingkat
keseimbangan di berbagai bidang.

. Peranan pemilikan kekayaan pribadi harus berperan, yaitu sebagai
kapital produktif yang akan meningkatkan besaran produk nasional dan
meningkatkan kesegjahteraan masyarakat.

IsSam menjamin pemilikan masyarakat dan penggunaannya
direncanakan untuk kepentingan orang banyak.

Seorang muslim harus takut kepada Allah dan hari penentuan/akhirat
seperti diutarakan dalam Al-Qu

dikembalikan kepada Allah. Kemudian masing-masing diberi balasan
dengan sempurna sesuai usahanya ( amal ibadahnya). Dan mereka

tidak teraniaya.” (Q.S. 2:281).
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Selain prinsip-prinsip ekonomi Islam, ada pula dasar-dasar ekonomi Islam
yaitu®’:
a. Mengakui Hak Memiliki (Baik secaraindividu atau umum)
Sistem ekonomi Islam mengakui hak seseorang untuk memiliki apa
sgja yang dia inginkan dari barang-barang produks ataupun barang-
barang konsums. Dan, dalam waktu bersamaan mengakui juga
kepemilikan umum. Dalam hal ini ekonomi Islam memadukan antara
maslahat individu dan maslahat umum. Tampaknyainilah satu-satunya
jalan untuk mencapai keseimbangan dan keadilan di masyarakat.
b. Kebebasan Ekonomi Bersyarat

Isam memberikan kebebasan bagi setiap individu untuk memiliki,
memproduksi, dan mengonsumsi. Setiap individu bebas untuk berjual -
beli dan menentukan upah/harga dengan berbagai macam nilai
nominal, tetapi dengan syarat tidak bertentangan dengan kepentingan
umum. Juga demikian halnya setiap individu memiliki kebebasan
dalam mengembangkan hartanya dengan cara yang baik, tetapi harus
meninggalkan praktik perdagangan yang diharamkan, baik dengan
cara riba maupun dengan cara menimbun dan sgjenisnya, dan juga
sgjumlah kebebasan-kebebasan lainnya.
Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dari kebebasan-kebebasan

tersebut adalah sebagai berikut.

37 Ahmad |zzan dan Syahri Tanjung, Op.Cit.,him. 34.

repository.unisba.ac.id



42

Pertama, Memerhatikan halal dan haram dalam ketentuan hukum-

hukum Islam.

Kedua, Komitmen terhadap kewagjiban-kewajiban yang telah

ditentukan oleh syariat Islam, di antaranya:

a. Komitmen terhadap kewajiban zakat.

b. Komitmen terhadap kewajiban memberi nafkah terhadap istri,
orang tua yang fakir, anak-anak lelaki hingga mandiri, anak-anak
wanita sampai menikah, dan juga keluarga dekat.

c. Komitmen dengan tanggung jawab infak fisabilillah.

d. Komitmen dengan perintah sedekah kepada fukara dan orang yang
memerlukan bantuan dan komitmen pula terhadap macam bentuk
proyek kebersamaan dalam masyarakat.

Ketiga, Tidak menyerahkan pengelolaan harta kepada orang-orang

yang bodoh, gila, dan lemah.

Keempat, Hak untuk bersyarikat (saling memiliki) dengan tetangga

atau mitra kerja.

Kelima, Tidak dibenarkan mengelola harta pribadi yang merugikan

kepentingan orang banyak.

. At-Takaful Al-Ijtima’i (Kebersamaan dalam menanggung suatu

kebaikan)

At-Takaful Al-Ijtima’i dalam kerangka ekonomi Idam adalah

kebersamaan yang timbal balik antarsesama anggota masyarakat

dalam pemerintahan dengan masyarakat baik dalam kondisi lapang
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maupun sempit untuk mewujudkan kesgahteraan atau dalam

mengantisipasi suatu bahaya.

Ada beberapa ha yang perlu digarisbawahi dalam At-Takaful Al-

Ijtima’i ini, yaitu:

1. Mewujudkan kebahagiaan, baik untuk pribadi maupun masyarakat
dalam batas yang sama secara konsi sten dan stabil.

2. Kepentingan pribadi tidak boleh merugikan kepentingan
masyarakat prioritas harus tetap berada pada kepentingan
masyarakat.

3. Kebersamaan ini adalah sebuah fenomena yang memperlihatkan
kesatuan, keakraban, saling menolong, dan saling melengkapi
antara pemimpin dan yang dipimpin.

4. Tidak dibedakan seseorang atas yang lainnya dan tidak pula ada
kei stimewaan antarayang memberi tanggungan dengan yang diberi
tanggungan.

Setiap orang boleh berusaha dan menikmati hasil usahanya dan harus
memberikan sebagian kecil hasil usahanya itu kepada orang yang tidak mampu,
yang diberikan itu adalah harta yang baik. Allah SWT sangat murah, maka
disediakanlah alam semesta ini untuk keperluan manusia. Selanjutnya akan

diuraikan Prinsip-prinsip ekonomi Islam, yaitu® :

38 Neni Sri Imaniati, Op.Cit, him.17.
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a. Tidak boleh melampaui batas, hingga membahayakan kesehatan lahir
dan batin manusia, diri sendiri maupun orang lain (Al Qur’an surat Al-
A’raf ayat 31).

b. Tidak boleh menimbun-nimbun harta tanpa bermanfaat bagi sesama
manusia (Al-Qur’an surat At-Taubah ayat 34).

c. Memberikan zakat kepada yang berhak (mustahiq).

d. Jangan memiliki harta orang lain tanpa sah.

e. Mengharamkan riba, menghalalkan dagang.

f.. Menyongsong dagangan diluar kota.

Dari Ciri-ciri dan prinsip-prinsip ekonomi Islam, Islam memberikan pula
kaidah penuntun pel aksanaan ekonomi Islam melalui etika bisnis. Menurut Miftah
Faried® kerja keras mencari nafkah dinilai oleh Islam sebagai 1badah, amal shalih,
jihad dan penghapus dosa kesalahan. Indikator kesalihan seorang muslim antara
lain tampak pada :

a. Kompetitif ( Sabiqun Bilkhoirot ).

b. Banyak manfaat untuk orang lain ( Anfa ‘uhum Lannas ).

c. Banyak meminta kepada Allah serta gemar memberi kepada orang
lain.

d. Ramah ( Rahmatan Lil Alamain ).

e. Amanah (Jujur ).

39 Miftah Fariedl, Konsep dan Etika Bisnis Perbankan Syariah. Makalah pada Seminar Nasional
Perbankan Syariah, LPPM UNPAD dan BI, Bandung, 13 Oktober 2000, him. 1.
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Nilai — nilai tersebut harus tercermin pada setiap aspek kehidupan termasuk
pada aktivitas bisnis. Etika Kerja/ Bisnis seorang muslim :
a. Dilarang menempuh jalan yang dapat:

1. Meupakan mati (QS. At-Takatsur : 1)

T

M

“Bermegah-megahan telah melalaikan kamu”.

2. Melupakan zikrillah (QS. Al-Munafiqun : 9)

A.Us ;; r—ﬁyﬁ* :rﬁ‘r‘\@} Y 12l UJ.U\ P
Sy 14 B EU5 ok

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan
anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang
siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang
ru

3. Melupakan Shalat dan Zakat (QS. An-Nur : 37)

5 s el o A.U\ ;s S Y 5z rHJ” Y s,
g ;Jjuix ab 2G5 a3 0108

“Orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari
mengingat Allah, melaksanakan shalat, dan menunaikan zakat.
Mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi
guncang (hari Kiamat) .

4. Memusatkan kekayaan hanya pada kelompok orang-orang kaya saja

(QS. Al Hasyr : 7)

Sy sl edts 0 3 B ol 8T e st e sl
ST g v-<"° 21 g W43 JJQ Y oS i s oSl
6 45 2310 U 4,08 .2

27
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“Harta vampasan fai’i yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya
(yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah,
rasul, kerabat (rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan
untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan
hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa
yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang
dilarangnya bagimu, maka tinggal kanlah. Dan bertakwal ah kepada
Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukumannya”.

b. Dilarang menempuh usaha yang haram seperti:

1. Riba(QS. Al-Bagarah : 275)
& SEERMLIE ok ko s g 5060 2

gl “””‘MJ" uj\y&jwus@uﬁb_ﬁswﬁj\
34,5 s tag alll ) 2305 Gle G4 556 &1 Theys b5

STRVERER L 2GJ\ ESH|
“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan
seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena (tekanan)
penyakit gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual
beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual
beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapatkan
peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah
diperolehnya dahulu menjadi miliknya, dan urusannya (terserah)
kepada Allah. Barang siapa yang mengulangi (mengambil riba),
maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya ™.

2. Judi (QS. Al-Maidah : 90)

B G ey A UV S ally sl G T )
il /ii 50 2 A.;:o.\_; 9/) ji 1

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras,
berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan
anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan.
Maka jauhilah (perbuatan-perbuatr
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3. Curang (QS. Al-Muthaffifin : 1)

L’*: : : - Z};'j
“Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan
menimbang) .

4. Curi (QS. Al-Maidah : 38)

I Ay i 20 V&G ik 2 Lggh 1,800 LN REREATE

r -

Es

“Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri,
potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang
mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha

Perkasa lagi Maha Bijaksana™.

5. Jahat/Batil/Dosa (QS. Al-Bagarah : 188 dan QS. An-Nisa’ : 29)

\JJ_(LJ fl_@-\ é‘ s \J‘J.uj upgub g/a/ OQ‘JM‘ ‘J—% i
SA155 2805y Pl gt

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang
lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu
membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat
memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan
(jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”

52 5586 5 v ey oLz 2Kt v IR ol @

\.;.o—j(i_g :}\f:\.m E)l}_{iﬁi‘\ \jl.«.u erg.‘.ﬂuo” -
“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar),
kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka
sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu.
Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu ™.

o

£

G

6. Suap menyuap

7. Mempersulit pihak lain ( H.R.Bukhori)

repository.unisba.ac.id



48

Dengan mengkaji ciri-ciri, prins p-prinsip dan etika bisnis|dam, maka dapat
diketahui bahwa pencucian uang termasuk kategori perbuatan yang diharamkan
karena dua hal; pertama dari proses memperolehnya, uang diperoleh melalui
perbuatan yang haramkan (misalnya dari judi, perjuaan narkoba, korupsi, atau
perbuatan curang lainnya) dan proses pencuciannya, Yyaitu berupaya
menyembunyikan uang hasil kemaksiatan dan bahkan menimbulkan kemaksiatan
dan kemudharatan berikutnya®.

Pencucian uang merupakan perbuatan yang tercela dan dapat merusak,
membahayakan, dan merugikan kepentingan umum. Hal ini jelas bertentangan
dengan tujuan hukum Islam. Para pelaku kejahatan pencucian uang membawa luka
dan mengganggu ketertiban, kedamaian serta ketentraman hajat hidup orang
banyak, hal inilah yang dikatakan sebagai Jarimah Ta’zir. Money laundering
dimasukkan ke dalam Jarimah Ta’zir karena memenuhi berbagai kategori scbagai
beri kut*:

1. Perbuatan tersebut tercela menurut ukuran moralitas agama, sebab

merusak, merugikan, dan membahayakan kehidupan manusia.

2. Perbuatan tersebut mencegah terwujudnya kemadahatan bagi

kehidupan manusia.

3. Adanyaunsur merugikan kepentingan umum.

4. Perbuatan tersebut mengganggu kepentingan umum dan ketertiban

umum.

40 Neni Sri Imaniati, Op.Cit, him.18.
41 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, him.251.
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5. Perbuatan itu merupakan maksiat yang dilarang.

6. Perbuatan tersebut mengganggu kehidupan dan harta orang serta
kedamaian dan ketentraman masyarakat.

Di samping itu, money laundering juga mengakibatkan hilangnya kendali
pemerintah terhadap kebijakan ekonomi, timbulnya distorsi dan ketidakstabilan
ekonomi, hilangnya pendapatan negara, menimbulkan rusaknya reputasi negara,
dan menimbulkan biaya sosial yang tinggi. Akibat yang ditimbulkannya pun sangat
besar terhadap kehidupan manusia.

Jikadilihat dalam UU No.8 Tahun 2010 Pasal 2 angka 1 yang menjelaskan
tentang tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan yang tidak sah, maka ada
beberapatindak pidanayang sering terjadi dan dibahas dalam Jarimah Ta’zir, yaitu

Risywah (Penyuapan), Sarigah (Pencurian), Ghulul (Penggelapan).
a. Risywah (Penyuapan)

Secara etimologis kata risywah berasal dari bahasa Arab ;ﬂ,: — s
yang masdar atau verbal nounnya bisadibacagjf’x ., berarti !} yaitu
upah, hadiah, komisi, atau suap.*?

Adapun secara terminologi, risywah adalah sesuatu yang diberikan
dalam rangka mewujudkan kemaslahatan atau sesuatu yang diberikan

dalam rangka membenarkan yang batil/salah atau menyalahkan yang

benar*.

4 M. Nurul Irfan, Korupsi dalam Hukum Pidana Islam, Sinar Grafika Offset, Jakarta, November
2011, Cetakan Pertama, him.89.

43 |brahim Anis, dik, al-Mu’jam al-Wasit, Majma’ al-Lughah al-Arabiyyah, Mesir, 1972, Cetakan
ke-2, him.348.
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Dalam sebuah kasus, risywah melibatkan tiga unsur utama, yaitu pihak
pemberi (al-rasyi), pihak penerima pemberian tersebut (al-murtasyi),
dan barang bentuk dan jenis pemberian yang diserahterimakan.
Dalam QS. An-Naml ayat 35-36 menjelaskan tentang risywah.
NFUEA djm;uw 5 e bl s ) Al s

RYESIRLCAY; \=/°u m GUT e G ofaddt J6

“Dan sungguh, aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan
(membawa) hadiah, dan (aku akan) menunggu apa yang akan
dibawa kembali oleh para utusan itu. Maka ketika para utusan itu
sampai kepada Sulaiman, dia (Sulaiman) berkata, ‘Apakah kamu
akan memberi harta kepadaku? Apa yang Allah berikan kepadaku
lebih baik daripada apa yang Allah berikan kepadamu; tetapi kamu

merasa bangga dengan hadiahmu. "

b. Sarigah (Pencurian)
Secara etimologis sarigah adalah bentuk masdar atau verbal nounnya
dari kata 5% — dﬁu — 35 yang berarti 0>3 i3 A 1sd
mengambil harta milik seseorang secara sembunyi-sembunyi dan
dengan tipu daya*.
Sedangkan secara terminologi, sarigah dalam syariat Iam adalah
mengambil segjumlah harta senilai sepuluh dirham yang masih berlaku,
dismpan di tempat penyimpanannya atau dijaga dan dilakukan oleh

seorang mukallaf secara sembunyi-sembunyi sertatidak terdapat unsur

44 A.W. Munawar, Kamus al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap, Pustaka Progresif, Surabaya,
1997, Cetakan ke-XIV, him. 628.
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subhat sehingga bila barang tersebut kurang dari sepuluh dirham yang
masih berlaku makatidak dikategorikan sebagai pencurian®.

Jadi, sarigah adalah mengambil barang atau harta orang lain dengan
cara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya yang biasa
digunakan untuk menyimpan barang atau harta kekayaan tersebut.
Dalam hal ini, Abdul Qadir Audah menjelaskan secara detail tentang
perbedaan pencurian kecil dan pencurian besar. Pada pencurian kecil,
proses pengambilan harta kekayaan tidak disadari oleh korban dan
dilakukan tanpa seizinnya sebab dalam pencurian kecil harus
memenuhi dua unsur ini secara bersamaan, (yaitu korban tidak
mengetahui dan tidak mengizinkannya). Bila salah satu dari dua unsur
ini tidak adamakatidak bisa disebut dengan pencurian kecil.
Selanjutnya Abdul Qadir Audah menjelaskan bahwa pencurian besar
adalah pengambilan harta yang dilakukan dengan sepengetahuan
korban, tetapi ia tidak mengizinkan hal itu terjadi sehingga terdapat
unsur kekerasan. Bila di dalamnya tidak terdapat unsur kekerasan
maka disebut pencopetan, ghasab atau penjambretan®.

Dalam QS. Al-Maidah ayat 38 menjelaskan tentang mencuri.

e g i e WSS e G 2 Gagaul A0 s 38

“Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri,
potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang
mereka lakukan dan sebagai sksaan dari Allah. Dan Allah Maha
Perkasa lagi Maha Bijaksana ™.

4 Al-Jdurjani, Kitab St-Ta 'rifat, him. 118.
46 Abdul Qadir Audah, al-Tasyri’ al-Jina’i al-Isami, jilid 1, him. 514.
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c. Ghulul (Penggelapan)

Secara etimologis kata ghulul berasal dari kata kerja }Cl i J.l_;
masdar invinitive atau verbal nounnya ada beberapa pola —f}.}ﬁ‘

:ﬁ@@—iﬂﬁ\—ﬂﬁ\ semuanya diartikan oleh Ibnu a-Manzhur
dengan ; >3 wia.d\ :M sangat kehausan dan kepanasan®’.

Istilah ghulul diambil dari QS. Ali Imran ayat 161, yang pada
mulanya hanya terbatas pada tindakan pengambilan, penggelapan
atau berlaku curang, dan khianat terhadap harta rampasan perang.
Akan tetapi, dalam pemikiran berikutnya berkembang menjadi
tindakan curang dan khianat terhadap harta-harta lain, seperti
tindakan penggel apan terhadap harta baitul mal, harta milik bersama
kaum muslim, harta bersama dalam suatu kerja sama bisnis, harta

negara, harta zakat, dan lain-lain.

Dalam QS. Ali Imran ayat 161 menjelaskan tentang ghulul.

o

8 G5 % s 8w ol gl aas Ak T 1 B8 L
KRV S TR S P

“Tidak mungkin seorang Nabi berkhianat (dalam urusan harta
rampasan perang). Barang siapa berkhianat, niscaya pada hari
Kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu.
Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai
dengan apa yang dilakukannya, dan mereka tidak dizalimi.”

Dari penjelasan di atasdapat disimpulkan bahwa sesuai dengan ciri-cirinya

maka tindak pidana pencucian uang dapat dikategorikan sebagai Risywah

47 Abul Fadhal Jamaluddin Muhammad bin Makram bin Manzur al-Afrigi al-Mishri, Lisan al-
Arab, Daru Sadir, Beirut, jilid 11, him. 499.
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(Penyuapan), Sarigah (Pencurian), Ghulul (Penggelapan) karena dalam UU No.8
Tahun 2010 dijelaskan bahwa tindak pidana yang dapat menimbulkan tindak
pidana pencucian uang diantaranya adalah penyuapan, pencurian, dan

penggel apan yang ketiganya dijelaskan pula secara jelas oleh Islam.

2.4 Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang M enurut UU No.8 Tahun
2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Pada umumnya, para pelaku tindak pidana pencucian uang akan berusaha
untuk menyamarkan, mengalihkan, mentransfer, membelanjakan atau mengubah
bentuk hartamaupun aset yang patut diduga berasal dari tindak pidana agar seolah-
olah tampak seperti harta kekayaan yang sah untuk dapat menikmati dana hasil
kejahatan yang mereka peroleh. Tentu masih segar dalam ingatan kita kasus-kasus
berprofil tinggi, seperti kasus korupsi Pegawai Pajak, kasus kejahatan perbankan
Citibank, dan kasus suap SKK Migas yang semuanya melibatkan karyawan
perusahaan swasta maupun pejabat di politik, pemerintahan, dan bahkan di lembaga
penegakan hukum*,

Para pelaku dari kasus-kasus tersebut kemudian tidak divonis bersalah
melakukan tindak pidana yang dituduhkan sgja melainkan juga tindak pidana
pencucian uang. Latar belakang dari penjeratan seseorang sekaligus dengan tindak
pidana pencucian uang adalah karena seluruh rangkaian dari tindak pidana

pencucian uang tersebut telah mengakibatkan kerugian ekonomi bagi Negara baik

48 Saskara Counsellor, Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di
Indonesia, http://www.saskaral aw.co/id/upaya-pencegahan-dan-pemberantasan-tindak-pidana-
pencucian-uang-di-indonesial. Diakses tanggal 1 Juli 2015, pukul 12.35 WIB.
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secara mikro maupun makro. Sjahdeini dalam bukunya berjudul Seluk Beluk
Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pembiayaan Terorisme mengutip pendapat
dari John McDowell dan Gary Novis dari Bureau of International Narcotics and
Law Enforcement Affairs, US Department of State mengemukakan bahwa tindak
pi dana pencucian uang berpotensi merusak perekonomian, keamanan, dan memberi
dampak sosial®®. Lebih lanjut, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaks Keuangan
(PPATK) juga menjelaskan bahwa kegiatan pencucian uang yang terjadi di suatu
negara secara makro dapat mempersulit pengendalian moneter dan mengurangi
pendapatan negara, sedangkan secara mikro akan menimbulkan high cost economy
dan mengganggu sistem persaingan usaha yang sehat™’.

Skala kerugian Negara yang ditimbulkan tindak pidana korups dan
pencucian uang tersebutlah yang menuntut tindakan pencegahan dan
pemberantasannya harus dilakukan dengan aktif, efektif, dan ssmultan. Menurut
Reuter dan Trauman dalam Condrokirono, terdapat dua pilar utama dalam upaya
pencegahan dan pemberantasan pencucian uang, yaitu®:

1. Pilar Prevention (pencegahan), dan
2. Pilar Enforcement (pemberantasan).
Dalam Pilar Prevention terdapat empat elemen sebagai upaya pencegahan

pencucian uang yaitu;

49 Remy Syahdaeni, Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pembiayaan Terorisme, PT
Pustaka Utama Gravity, Jakarta, 2007, him.162.

50 Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Laporan Tahunan 2006, PPATK,
Jakarta, 2007.

51 Nurul I. Condrokirono, Tinjauan Kriminologi terhadap Upaya Indonesia Agar Tetap Berada di
Luar Daftar Non-Cooperative Countries and Territories (NCCTSs), Fakultas IImu Sosial dan [Imu
Politik Universitas Indonesia, Depok, 2009.
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1. Customer due diligence (Prinsip Mengena Nasabah),

2. Reporting (Pelaporan),

3. Regulation (Peraturan), dan

4. Sanction (Sanksi).

Sedangkan Pilar Enforcement terdiri dari empat elemen yaitu

1. Predicate crime (Kegjahatan Asal),

2. Investigation (Investigasi),

3. Prosecution (Penuntutan), dan

4. Punishment (Hukuman).

Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU 8/2010), Indonesia berusaha
memenuhi 2 pilar prevention dan enforcement.

Pemenuhan pilar prevention:

1. Pemenuhan elemen Customer Due Diligence terlihat dari diaturnya
tentang Prinsip Mengenali Pengguna Jasa dalam UU No.8 Tahun 2010
yang diatur di Pasal 18 sampai Pasal 22. Pada pasal -pasal tersebut diatur
bagaimana penyedia jasa keuangan dan penyedia barang/jasa lainnya
ikut berperan serta dalam upaya mencegah terjadinya tindak pidana
pencucian uang dengan berkewajiban “mengenal pengguna jasa” ketika
melakukan kegiatan transakss dengan nasabah/pelanggannya.
Dijelaskan dalam UU No.8 Tahun 2010 tersebut, Prinsip Mengenali
Pengguna Jasa dilakukan minima mencakup identifikas pengguna

jasa, verifikas penggunajasa, dan pemantauan transaks penggunajasa.
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Contoh penerapannya yaitu ketika nasabah suatu bank melakukan
transaks keuangan dan transaks tersebut berjumlah di atas
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) maka nasabah Bank akan
diwajibkan memberikan informasi mengenai identitas diri, sumber
dana, dan tujuan transaksi dengan mengis formulir yang disediakan
oleh bank dan melampirkan dokumen pendukungnya.

. Pemenuhan elemen reporting terlihat dari diaturnya mengenal
pelaporan transaksi keuangan dalam UU No.8 Tahun 2010 yang diatur
di Pasal 23 sampai Pasal 30. Di dalam pasal -pasal tersebut, dijelaskan
mengenai kewajiban penyedia jasa keuangan untuk melaporkan kepada
PPATK berupa Laporan Transaks Keuangan Mencurigakan (LTKM),
Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT), dan Laporan Transaks
Keuangan Transfer Dana dari dan ke Luar Negeri, kemudian kepada
penyedia barang/jasa lainnya diwajibkan melaporkan setiap transaks
yang sedikitnya Rp500.000.000,00 (limaratusjuta rupiah). Pemenuhan
elemen Pelaporan juga terlihat dari diaturnya mengenai pembawaan
uang tunai ataupun instrumen pembayaran lain dari/ke dalam daerah
kepabeanan Indonesia dalam Pasal 34 sampai Pasal 36 UU No.8 Tahun
2010, di mana Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dilibatkan.

. Pemenuhan elemen regulation terlihat jelas dengan diberlakukannya
UU No.8 Tahun 2010 sekarang ini.

. Pemenuhan elemen sanction terlihat dari sanksi-sanksi yang diatur

daam UU No.8 Tahun 2010. Sanks terberat adalah pelaku tindak
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pidana pencucian uang yang dikategorikan melanggar Pasal 3, yaitu
pidana penjara paling lama 20 tahun dandenda paing banyak
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

Pemenuhan pilar enforcement:

1. Pemenuhan elemen predicate crime terlihat dalam Pasal 2 UU No.8
Tahun 2010, dalam pasal tersebut dicantumkan 26 jenis tindak pidana
yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana asal bagi terjadinya
pencucian uang, ditambah dengan tindak pidanalain yang diancam
dengan penjara4 tahun atau lebih. Tindak pidanaasal merupakan tindak
pidanayang mendasari suatu tindak pidana pencucian uang.

2. Pemenuhan elemen investigation. Dalam UU No.8 Tahun 2010 diatur
mengenai siapa saja pihak-pihak yang berwenang untuk melakukan
penyidikan tindak pidana pencucian uang, di antaranya Kepolisian,
Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika
Nasional (BNN), serta Dirjen Pajak dan Dirjen Bea dan Cukai.

3. Pemenuhan elemen prosecution. Dalam UU 8/20 UU No.8 Tahun 2010
10 diatur bahwa Kejaksaan dan KPK yang dapat melakukan
penuntutan.

4. Pemenuhan eemen punishment. Dalam UU No.8 Tahun 2010 telah
diatur mengenai sanks pidana apa yang dapat dijatunkan bagi pelaku
tindak pidana pencucian uang dan yang berhak melakukan proses
pengadilannya adalah Pengadilan Umum dan Pengadilan Tindak

Pidana Korups (Tipikor).
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Penjelasan mengenai pemenuhan pilar prevention dan enforcement dalam
UU No.8 Tahun 2010 di atas menggambarkan bahwa secarahukum, Indonesiatelah
berupaya serius untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana
pencucian uang. UU No.8 Tahun 2010 merupakan amandemen dari Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2002 (UU 15/2002) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 (UU 25/2003) sebagai bentuk
penyempurnaan dari  ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-undang
Tindak Pidana Pencucian Uang sebelumnya.

Diharapkan dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang yang
berlaku saat ini, pencegahan tindak pidana pencucian uang dapat terl aksana dengan
lebih aktif, efektif, dan simultan. Sejalan dengan itu, keberadaan dan peran serta
PPATK serta pihak-pihak lainnya diharapkan berkesinambungan dan saling

terkoordinir dengan baik dan berintegritas.

2.5 Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang M enurut Hukum Islam.

Secaraumum, gjaran |slam mengharamkan mencari rezeki dengan cara-cara
yang batil dan penguasaan yang bukan hak: miliknya, seperti perampokan,
pencurian, atau pembunuhan yang ada karbannya dan menimbulkan kerugian bagi
orang lain atau korban itu sendiri. Namun dalam hal money laundering, Islam tidak
membahas secara eksplisit baik berupa larangan maupun hukuman tindakan
tersebut. I1am hanya menjelaskan bahwa dalam berusaha mencari penghidupan
dilarang menempuh jalan yang batil.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, walaupun Idam tidak

menjelaskan Tindak Pidana Pencucian Uang bukan berarti 1lam membolehkan
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tindak pidanaini. Iam sudah memberikan batasan-batasan mengenai bagai mana
cara dalam bermuamal ah dan bagaimana cara mencari penghidupan. Bahwa dalam
mencari rezeki harus dilakukan dengan niat dan cara yang baik.

Pandangan hukum Islam tentang money laundering ini merupakan bagian
Jarimah Ta zir. Jarimah Ta'zir menurut bahasanya adalah mashdar dari Azzara
yang berarti menolak atau mencegah kejahatan maupun juga berarti menguatkan,
memuliakan, dan membantu. Secaraterminologis, Jarimah Ta zir adalah perbuatan
maksiat yakni meninggalkan perintah yang diwgjibkan dan melakukan perbuatan
yang diharamkan, di mana perbuatan itu dikenakan hukuman had maupun kifarat.
Maka, tindak pidana pencucian uang masuk dalam kategori Jarimah Ta zir?,

Selain itu Isam adalah agama yang sempurna (komprehensif) yang
mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik agidah, ibadah, akhlak maupun
muamalah. Salah sau garan yang sangat penting adalah bidang
muamal ah/igtishadiyah (ekonomi Islam). Sebagai solus yang ditawarkan Islam
ialah dengan memahami secara baik bidang muamalah/igtishadiyah (Ekonomi
Islam) agar tidak ada lagi umat Islam tertinggal dalam ekonomi dan banyak kaum
muslimin yang melanggar pringip Ekonomi Islam dalam mencari nafkah hidupnya,
seperti riba maysir, gharar, haram, bathil, dan sebagainya.

Sebab uang adalah benda, dan benda tidak dapat disifati/dihukumi dengan
halal atau haram, yang dapat disifati/dihukumi halal atau haram adalah perbuatan

(perilaku) manusia. Kalau dalam pergaulan kita sehari-hari ada yang mengatakan

52 Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Islam, Bulan Bintang, Jakarta, 1993, him.15.
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“uang haram atau uang halal”, maksudnya adalah uang yang diperoleh melalui jalan
haram atau halal. Jadi perkataan tersebut adalah majazi/metaforis, bahwa hukuman
hanyalah menjadi atribut/sifat dari perbuatan. Dalam Hasyiah rad al-Muhtar 1bn
Abidin dijelaskan, status keharaman uang/harta yang diperoleh lewat jalan haram
tersebut adalah haram lighayri.

Aktivitas dan perilaku ekonomi tidak terlepas dari karakteristik manusianya.
Pola perilaku, bentuk aktivitas, dan pola kecenderungan terkait dengan pemahaman
terhadap makna kehidupan itu sendiri. Dalam pandangan Islam bahwa kehidupan
manusia di dunia merupakan rangkaian kehidupan yang telah ditetapkan Allah
kepada setiap makhluk-Nya untuk nanti dimintai pertanggung jawabannya di
akhirat kelak.

Kemaslahatan bagi individu dan masyarakat merupakan hal terpenting
dalam kehidupan ekonomi Islam, di mana kemaslahatan individu dan bersama
harus saling mendukung. Dalam arti, kemasahatan individu tidak boleh
dikorbankan demi kemaslahatan bersama dan sebaliknya. Maka dalam pencegahan
tindak pidana menurut hukum Islam melihat dari prinsip-prinsip Ekonomi Islam
bahwa segala sesuatu yang dilakukan dalam mencari rezeki tidak boleh

mengandung unsur-unsur yang haram, seperti Maysir, Gharar, Riba.
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